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1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya | 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian kinerja OPD

Daerah Tingkat Il Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3518);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota dalam Lingkungan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187);

2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian kinerja OPD




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33)

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

10.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Pengumpulan Data

1. Renstra
Renja
Format Perjanjian Kinerja

2.
3.
4. Komputer/laptop

S—

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Eroses Perjanjian kinerja ini tidak
akan berjalan lancar.

1. Kepala OPD : Lembar disposisi/ arahan, tanda tangan
2. Sekretaris OPD : Lembar disposisi, paraf
3. Kepala Sub Bagian Keuangan : Lembar disposisi, paraf

dan Perencanaan

Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy




SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

PELAKSANA MUTU BAKU
No URAIAN PROSEDUR Sekretaris atau Ketua Tim | Kelengka
pan dan
Kepala Dinas Kepala Bidang Kerja Pafaiatan Waktu Output Keterangan
Memerintahka usunan Perjanjia " -
1 Kinerjam ahkan penyusu janjian CD Disposisi surat 10 Menit Disposisi
Membuat format pengumpulan data _— —
2 | daninformasi Perjanjian Kinerja dari P iprmfat Féeg:njlan 2 Jam Fprmgt Perjanjian
masing-masing bidang dan sekretariat dhati e Kinerja SOP
" : " * Pengumpulan
lenyusun format pengumpulan data Ya _ . Data
3 | daninformasi Perjanjian Kinerja dari i?"".at %eg:npan 1 Jam Fprmgt Perjanjian
masing-masing bidang dan sekretariat. T I Kinerja
Melakukan persetujuan Perjanjian 4
Kinerja Sekretaris dan Kepala Bidang. -
4 | Jika “Ya" akan ditandatangani, jika \ Tidak E{:: _l:er;anuan 2 Jam Draft Perjanjian Kinerja
“tidak” dikembalikan ke Sekretaris atau / "}
Kepala Bidang untuk perbaikan
5 Perjanjiarj Kinerja Sekretaris dan # Dokumen Perjanjian 15 Menit Dokumen Perjanjian
Kepala Bidang I Kinerja e Kinerja
6 Memerintahkan penyusunan Perjanjian Disposisi surat . ) .
Kinerja kepada Ketua Tim Kerja ] 10 Menit Disposisi
y
Membuat format pengumpulan data sk _—
7 | dan informasi Perjanjian Kinerja dari E?"".a‘ Perjanjlan kin 2 Jam Pormat Perjanjian
masing-masing Tim Kerja dan Staff ehe Kinerja
Menyusun format pengumpulan data
8 dan informasi Perjanjian Kinerja dari Ya Format Perjanjian 14 Format Perjanjian
masing-masing-masing bidang dan Kinerja am Kinerja
sekretariat [
Melakukan persetujuan Perjanjian
9 Kinerja Tim Kerja. Jika “Ya" akan Draft Perjanjian 24 Draf Perianiian Kineni
ditandatangani, jika “tidak” dikembalikan / Tidak Kinerja o i L Ll
ke Ketua Tim Kerja untuk perbaikan
10 | Perjanjian Kinerja Tim Kerja Dokumen Perjanjian 15 Menit Dokumen Perjanjian

Kinerja

Kinerja

Jum

lah Waktu

10 Jam 50 Menit




